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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Uraian Teori Perlindungan Hukum 

2.1.1.  Pengertian Perlindungan Hukum  

 Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa 

bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa 

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan 

seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia 

menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 

yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, 

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah 

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan 

oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis
1
. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari 

beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut : 

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. 

                                                           
1
 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595 
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2.  Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban 

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat 

martabatnya sebagai manusia. 

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia. 

4.  Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 

dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan  

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi 

rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). 

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan 

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) 

terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja 

terhadap pengusaha.
2
 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena 

itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan 

hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

                                                           
2
  Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 

10 
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dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama. 

 Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 

dinyatakan oleh  Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan 

yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan 

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua 

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat.
3
  

 Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang 

mengatur laku manusia dalam masyarakat. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat 

dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti 

parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, 

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti 

ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. 

 Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli 

hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, 

yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia
4
.  

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker.  Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 

                                                           
3
 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University 

Press,2012,Hal 5-6. 
4
 Ibid. Syamsul Arifin 
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pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum 

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. 

 Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya 

upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada 

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia.
5
  

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena 

itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan 

hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama. 

 

2.1.2.  Bentuk  & Sarana Perlindungan Hukum 

 Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu 

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk 

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak 

                                                           
5
 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 18 

Januari 2016  
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hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.  

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) 

yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat 

hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.  

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut : 

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk : 

a. Memberikan hak dan kewajiban 

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum 

2. Menegakkan peraturan Melalui : 

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah  terjadinya 

pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap  pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan 

sanksi hukum berupa sansksi pidana dan hukuman. 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan 

membayar kompensasi atau ganti kerugian.
6
 

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam 

pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana 

perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 

1.  Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

                                                           
6
 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar 

lampung:Universitas lampung, 2007, hal. 31 
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mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2.  Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 

dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
7
 

 

 
                                                           

7
 http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. di akses 19 Januari 2016 
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2.2.  Uraian Teori Tentang Pengangkutan  

2.2.1.  Pengertian Pengangkutan 

   Istilah “pengangkutan” berasal dari bahasa “angkut” yang berarti 

“mengangkut dan membawa”, sedangkat istilah “pengangkutan” dapat diartikan 

sebagai “pembawa barang – barang atau orang – orang (penumpang)”.  

 Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga 

tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada Buku II titel ke V yaitu 

mengenai definisi-definisi mengenai perjanjian-perjanjian pemuatan menurut 

waktu (tijdbervrachting) dan menurut perjalanan (reis-bevrachting). Selain itu 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu 

dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 

41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP 

No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 

dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada 

saat Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru 

berdasarkan Undang - Undang ini. 

 Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik anatara pengangkut dengan 

pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu 
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dengan selamat, sedangkan pengirim menikatkan diri untuk membayar uang 

angkutan.
8
 

 Pada pokoknya perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda 

maupun orang – orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai 

dan meninggikan manfaat serta efisiensi. 

 Pembagian jenis – jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada 

jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah 

tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan.  Menurut H.M.N. Purwosutjipto 

dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jenis – jenis 

pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan 

udara, dan pengangkutan perairan darat.
9
 Menurut Utomo, transportasi adalah 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengertian 

yang lebih luas dikemukakan oleh Abdurrachman  yang menyatakan : 

“yang dimaksud dengan pengangkutan atau transportasi pada umumnya adalah 

pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik 

yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-

lain”
10

 

 Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang 

harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan 

jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkuta. Bila kapasitas armada 

lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak orang maupun barang yang tidak 

                                                           
8
 H.M.N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum 

Pengangkutan. (Jakarta: Djambatan , 1981). Hlm. 1 
9
 Ibid, hlm. 15 

10
Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 1113.  
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terangkut atau keduanya dijejalkan di dalam kendaraan yang ada. Terdapat 

beberapa pendapat tentang pengertian pengangkutan, antara lain : 

1.  Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik 

mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena 

perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat 

serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan 

dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan 

dimana angkutan itu diakhiri. 

2.  Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke 

dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat 

pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari 

alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.
11

 

3. Angkutan adalah suatu keadaan pemindahan orang dan atau barang dari 

suatu tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh 

nilai tambah untuk barang/komersial maupun untuk tujuan nonkomersial.
12

 

4. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan 

(peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat 

pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat 

penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian 

peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan.
13

  

 Dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau 

gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai 

                                                           
11

 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat Dan Udara, Cetakan pertama, 

aditya bakti. 1991 hal.11 
12

 E.Suherman, Aneka masalah hukum kedirgantaraan, Bandung, 2002, hal.293 
13

 Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134. 
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pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini 

terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut. 

1.  Ada sesuatu yang diangkut; 

2.  Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan; 

3.  Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan. 

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umunya didasarkan pada jenis 

alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah 

tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto 

dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jenis-jenis 

pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan 

udara, dan pengangkutan perairan darat. 

Pada intinya pengangkutan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat 

yang lain, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan 

itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.  

 

2.2.2.  Asas Pengangkutan  

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas 

atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas 

hukum merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksananya. 

Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, 

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap 

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
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hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari 

sifat - sifat atau ciri - ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.
14

 

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum. Asas 

hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Berikut uraian kedua asas 

hukum pengangkutan tersebut. 

a.  Asas Yang Bersifat Publik 

Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang 

berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, 

pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah 

(penguasa). Asas bersifat publik terdiri atas:
15

 

1)  Asas Manfaat 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat 

memberikan nilai guna yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan, 

peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang 

berkesinambungan bagi warga negara. 

2)  Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan usaha 

pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita - cita dan aspirasi bangsa 

yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat 

dan dijiwai semangat kekeluargaan. 

 

                                                           
14

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, 

hlm. 34. 
15

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, hlm. 12. 
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3)  Asas Adil dan Merata 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata 

kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh 

masyarakat. 

4)  Asas Keseimbangan 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan 

prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara 

kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional 

dan internasional. 

5)  Asas Kepentingan Umum 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum 

bagi masyarakat luas. 

6)  Asas Keterpaduan 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, 

saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar 

pengangkutan. 

7)  Asas Tegaknya Hukum 

Makna dari asas ini yaitu bahwa pemerintah wajib menegakkan 

dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga 
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negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam 

penyelenggaraan pengangkutan. 

8)  Asas Percaya Diri 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan 

kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. 

9)  Asas Keselamatan Penumpang 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 

pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan 

dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam 

lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib. Keselamatan penumpang tidak 

hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara 

perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara 

alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang dan konvensi internasional. 

b.  Asas yang Bersifat Perdata 

Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan 

yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, 

yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas bersifat perdata 

terdiri atas:
16

 

1)  Asas Konsensual 

Makna dari asas ini yaitu bahwa perjanjian pengangkutan tidak 

diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-
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pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi 

atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen 

pengangkutan. 

2)  Asas Koordinatif 

Makna dari asas ini yaitu bahwa pihak - pihak dalam pengangkutan 

mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi 

atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan 

melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan 

bawahan penumpang/pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian 

pemberian kuasa. 

3)  Asas Campuran 

Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkutan merupakan 

campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberi kuasa, penyimpanan 

barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. 

Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali 

jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan. 

4)  Asas tanpa Hak Retensi 

Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkut tidak menggunakan 

hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan 

dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai 

kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. 

5)  Asas Pembuktian dengan Dokumen 

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan selalu 

dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan 
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berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang 

sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota 

(angkot) tanpa tiket karcis penumpang. 

Diharapkan calon dan pengusaha pengangkutan mempunyai kesadaran 

dalam memperjuangkan berlakunya asas-asas dalam pengangkutan ini, sehingga 

dunia usaha pengangkutan nasional di Indonesia dapat berjalan baik, seimbang 

antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, serta saling menguntungkan, 

masyarakat memberikan penghasilan bagi pengusaha, pengusaha memberikan 

fasilitas yang aman dan lancar, dan pemerintah mendapatkan penghasilan dari 

pajak pengusaha. 

 

2.2.3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan 

a.  Fungsi Pengangkutan 

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu 

tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan 

nilai.
17

 

b.  Tujuan Pengangkutan 

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu 

memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif 

dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut 

dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan 

efsiien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi 
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relative singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal 

ke tempat tujuan.
18

 

Pengangkutan memiliki nilai yang sangat vital dalam kehidupan 

masyarakat, hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu antara lain. 

a. Keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari 

beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari 

sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna 

menjangkau seluruh wilayah negara; 

b. Menunjang pembangunan di berbagai sektor 

c. Mendekatkan jarak antara desa dan kota 

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
19

 

Secara umum pengangkutan memiliki tujuan untuk memindahkan baik 

orang maupun barang untuk meningkatkan nilai daya guna dari orang maupun 

barang terebut. Sebagai contoh hasil alam yang diperoleh oleh penduduk yang 

berada di daerah pegunungan seperti sayur-sayuran dan hasil alam lainnya akan 

lebih meningkat daya gunanya bagi masyarakat perkotaan, disinilah pengangkutan 

berperan penting. 
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2.5. Kerangka Pemikiran 

Kerangka teori  merupakan kerangka lebih lanjut terhadap masalah-

masalah yang diteliti. Sebelum peneliti mengetahui kegunaan dari kerangka teori,   

maka peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai arti teori. 

Kurangnya keamanan dalam kendaraan angkutan menyebabkan 

ketidaknyamanan dan timbulnya potensi bahaya atas kurangnya tingkat keamanan 

dari penyedia jasa. Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai 

judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna GrabCar Sebagai 

Transportasi Berbasis Aplikasi Online di Kota Medan Menurut Hukum Positif 

Indonesia untuk mengetahui tentang peraturan perlindungan pengguna jasa 

transportasi online (GrabCar) dalam memperoleh jaminan perlindungan atas 

Keselamatan pengguna jasa GrabCar dan juga menyinggung tentang lagalitas 

kedudukan usaha GrabCar tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi penggunanya dimana biasanya perusahaan asuransi tidak mau memproteksi 

keselamatan penumpang angkutan selama tidak adanya payung hukum. Mengatur 

pula mengenai tanggung jawab dan kewajiban pengusaha GrabCar terhadap 

pengguna GrabCar. Dimama Penyedia jasa angkutan harus bertanggung jawab 

atas kerugian yang diderita oleh pengguna. 

Pasal 235 angka (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mengatur bahwa penyedia jasa angkutan umum bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang. 

Apabila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, 

penyedia jasa angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris 

berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman 
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2.6. Hipotesis 

 Dalam sistem berpikir yang diatur, maka Hipotesis sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan – dugaan 

atau perkiraan – perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.
20

 Dalam 

hal ini penulis juga akan membuat Hipotesis. Adapun Hipotesis penulis dalam 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut: 

1. Mengenai kedudukan usaha GrabCar sebagai transportasi berbasis aplikasi 

online, Grabcar tidak berkedudukan sebagai perusahaan penyelenggara 

angkutan umum karena keduanya tidak memiliki izin berdasarkan Pasal 

173 Ayat (1) UULLAJ. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, 

skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua 

jalur, yakni: 

1. Transaksi Langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan    

jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu 

barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia. Sebagai contohnya, 

pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 

21, atau pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino’s Pizza ke 

Domino’s Pizza. 

2. Transaksi melalui Penghubung, yakni konsumen memesan barang dan 

jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, 

kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku 

                                                           
20

 Samsul Arifin, 2012. “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penulisan Hukum”, Medan 

Area University Press, Medan Hal.38 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



30 
 

usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, 

penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa 

kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Sebagai 

contohnya, pemesanan taksi Express yang bekerja sama dengan 

perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, atau pemesanan kamar 

hotel Aston melalui aplikasi Traveloka. 

Hal ini tergntung pada model usahanya. Perusahaan seperti Grab misalnya, 

ia menyatakan dalam situsnya bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, 

yakni menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam 

rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan 

transportasi. 

2. Dalam perlindungan hukum pengguna jasa GrabCar sebagai transportasi 

berbasis aplikasi online terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk 

menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Undang 

– Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

dan Undang – Undang lainnya yang berlaku di Indonesia. 
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